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STUDI GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2016-2017 (Studi Kasus di Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Kabupaten
Lampung Selatan)

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini, akan diuraikan hasil dari penelitian yang diperoleh melalui
pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian yang didapat
tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang digunakan berdasarkan
definisi operasional pada bab sebelumnya. Dimana hasil penelitian ini akan menjawab
rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam
Pembangunan Desa Tahun 2016-2017 serta bagaimana relevansi gaya kepemimpinan

kepala desa dalam proses pembangunan desa.

3.1 Gaya Kepemimpinan Demokratis

3.1.1 Pemimpin Yang Dapat Menerima Saran, Pendapat Serta Kritik Dari

Anggotanya Yang Kemudian Dijadikan Evaluasi Bagi Pemimpin

Setiap penyelenggaraan pemerintahan desa dengan gaya kepemimpinan
Kepala Desa yang demokratis pasti melibatkan anggotanya dalam setiap aktivitas
pemerintahan tersebut. Kepala Desa dengan gaya kepemimpinan demokratis
selalu menempatkan secara aktif anggotanya dalam setiap penyelenggaran
pemerintahan. Anggota tidak hanya sebatas pelaksana tugas saja akan tetapi
bersama dengan Kepala Desa, mereka ikut terlibat didalam penyelesaian masalah

dan pengambilan keputusan.



Kepala Desa sebagai pemimpin memiliki hak untuk dapat menyelesaikan
masalah yang muncul serta mengambil keputusan atas segala kegiatan yang ada di
desa. Dalam setiap penyelesaian masalah ataupun pengambilan keputusan yang
ada di desa, Kepala Desa dianggap tidak mempergunakan kekuasaannya untuk
keinginan pribadi. Kepala Dusun Il Nurul Anwar mengatakan bahwa pada saat
pengambilan keputusan harus mengacu kepada Juknis agar tidak berbeda dengan

apa yang ditetapkan.

“Penyelesaian masalah harus sesuai dengan Juknis yang ada. Kepala Desa selalu
menghimbau agar setiap penyelesaian harus mempertimbangkan landasan hukum

serta juknis yang ada”. (Wawancara Senin, 13 November 2017)

Setiap penyelesaian masalah ataupun pengambilan keputusan, Kepala
Desa selalu mengikutsertakan para perangkatnya untuk terlibat didalamnya. Hal
tersebut dibenarkan oleh Kepala Urusan TU dan Umum, M. Rosid Ridho dalam

kutipan wawancara berikut:

“Kepala Desa selalu mengingatkan kepada kami para perangkat untuk terus
mengacu kepada landasan hukum yang ada jadi jangan sampai keluar dari
landasan hukum tersebut. Ketika sudah melihat dari landasan hukum baru kami
bersama dengan Kepala Desa menyelesaikan masalah yang muncul tersebut”.

(Wawancara Rabu, 15 November 2017)

Kepala Desa Titiwangi dinilai memiliki gaya kepemimpinan yang
demokratis, karena dalam setiap penyelesaian masalah ataupun pengambilan

keputusan selalu melibatkan perangkat dan juga masyarakat. Hal tersebut



dibenarkan oleh Kepala Urusan Keuangan, Heri Wibowo dalam wawancara

sebagai berikut:

“Peran perangkat sudah jelas yaitu membantu berbagai tugas Kepala Desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Ketika ada suatu masalah yang muncul biasanya
Kepala Desa akan mengumpulkan perangkat untuk membahas masalah tersebut.
Jadi pemecahan masalahnya seperti sharring saja antara perangkat dan Kepala
Desa, tidak mutlak Kepala Desa yang menyelesaikan masalah yang ada akan
tetapi ada proses penyelesaian yang melibatkan kami sebagai perangkat”.

(Wawancara Senin, 20 November 2017)

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Urusan TU dan Umum, M. Rosid Ridho

dalam kutipan wawancara berikut:

“Pengambilan keputusan memang dilakukan oleh Kepala Desa, tetapi proses
sebelum pengambilan keputusan tersebut pasti melibatkan perangkat ataupun

masyarakat”. (Wawancara Rabu 15 November 2017)

Aturan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari setiap
penyelenggaraan pemerintahan. Aturan dibuat untuk mengatur setiap individu
ataupun kelompok untuk dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Dalam
pemerintahan Desa Titiwangi, ada beberapa aturan umum yang dibuat untuk

menunjang kinerja para Perangkat Desa.

Aturan yang ada tersebut dibuat dari hasil musyawarah antara Kepala

Desa dengan Perangkat Desa. Salah satu aturan tersebut adalah penetapan jam



piket kantor desa untuk para perangkat. Kepala Seksi Pelayanan, Nur Fadli dalam

kutipan wawancaranya mengatakan:

“Setiap organisasi pasti ada aturan yang harus dilaksanakan oleh anggotanya tidak
terlepas di Pemerintahan Desa Titiwangi ini. Kami ada aturan dalam hal piket
Kantor Desa. Piket tersebut dibuat supaya tidak setiap hari dan semua perangkat
harus hadir di Kantor Desa, karena kami mempunyai kegiatan lain diluar
Pemerintahan Desa. Jadi Kepala Desa memutuskan membuat aturan piket Kantor

Desa’. (Wawancara Senin, 13 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara pada poin diatas dapat disimpulkan bahwa
ciri — ciri gaya kepemimpinan demokratis memang dimiliki oleh Kepala Desa
Titiwangi. Hal tersebut dibuktikan bahwa setiap pemecahan masalah ataupun saat
pengambilan keputusan, Kepala Desa tidak menggunakan haknya secara penuh
untuk kepentingan pribadi. Kepala Desa masih mengikutsertakan perangkat dan

juga masyarakat untuk ikut terlibat didalamnya.

Kepala Desa Titiwangi juga dalam membuat aturan umum di
Pemerintahan Desa melakukan proses diskusi dengan Perangkat Desa. Hal
tersebut membuat Kepala Desa sebagai sesosok pemimpin yang mengikutsertakan
anggotanya dalam membuat aturan umum. Hasil diskusi tersebut membuat

lahirnya aturan umum terkait piket Kantor Desa.

Kemudian dalam setiap penyelesaian masalah ataupun pengambilan
keputusan, Kepala Desa selalu mengacu kepada landasan hukum serta petunjuk

teknis yang ada. Hal tersebut dilakukan karena mempertimbangkan landasan



hukum serta petunjuk teknis yang ada merupakan sesuatu yang harus dilakukan

didalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3.1.2 Pemimpin Yang Selalu Mengutamakan Kerja Sama Dalam Mencapai Tujuan

Pemimpin dalam suatu organisasi dianggap sebagai seseorang yang berada
pada posisi penggerak dan pengawas. Menggerakkan anggotanya untuk dapat
melaksanakan tugasnya dengan baik dan juga mengawasi segala sesuatu yang
telah dilakukan oleh anggotanya. Semua pemimpin secara umum melakukan hal

tersebut tidak terkecuali Kepala Desa sebagai pemimpin di desanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Titiwangi, ada yang
berpendapat bahwa dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa bertanggung
jawab didalam melaksankan program yang dijalankan oleh perangkat desa. Hal

tersebut dapat dilihat dalam kutipan wawancara dibawah ini :

Kepala Dusun IV, Amin Wardani mengatakan:

“Beliau selalu mengatakan bahwa kami harus bisa menjalankan tugas kami
dengan baik dan kalau terjadi sedikit masalah, Kepala Desa akan bertanggung
jawab dan biasanya akan dimusyawarahkan dengan perangkat desa kenapa hal

tersebut bisa terjadi” . (Wawancara Kamis, 16 November 2017)

Hal sama juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Nur Fadli yang
mengatakan bahwa Kepala Desa sangat bertanggung jawab secara penuh apabila

terjadi suatu masalah yang muncul. Berikut hasil kutipan wawancaranya:



“Kepala Desa seseorang yang sangat bertanggung jawab sekali, jadi ketika ada
masalah biasanya beliau akan memanggil seluruh perangkat desa untuk dapat
menyelesaikan secepat mungkin masalah yang muncul tersebut”. (Wawancara

Senin, 13 November 2017)

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak secara pribadi
mendominasi keputusan dalam setiap aktivitas organisasi. Kepala Desa sebagai
pemimpin nomor satu di Desa tidak bisa memutuskan setiap keputusan untuk
kepentingan pribadi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus

mengikutsertakan anggotanya dalam pengambilan keputusan.

Kepala Desa Titiwangi dikenal sebagai sosok pemimpin yang dalam setiap
keputusan yang diambil selalu mengikutsertakan anggota didalamnya. Hal ini
dibenarkan oleh Kepala Dusun Ill, Nurul Anwar dalam wawancaranya sebagai

berikut:

“Setiap pengambilan keputusan biasanya memang Kepala Desa yang menetapkan.
Tetapi proses sebelum penetapan tersebut Kepala Desa selalu mengikutsertakan
masyarakat didalamnya. Misalnya dalam musyawarah dusun, biasanya beliau
akan menyerahkan kesetiap Kepala Dusun untuk saling berkoordinasi terkait apa
yang harus dibangun di tingkat dusun. Baru setelah itu menuju tahap selanjutnya
yang nanti akan ditetapkan oleh Kepala Desa”. (Wawancara hari Senin, 13

November 2017)

Komunikasi dalam sebuah pemerintahan desa merupakan suatu hal yang

mutlak digunakan disetiap menjalankan tupoksinya masing-masing. Menjalankan



pemerintahan desa yang baik apabila terjadi komunikasi yang baik antara anggota
dengan Kepala Desa. Ketika adanya komunikasi dari bawah ke atas akan
membuat setiap koordinasi ataupun pelaksanaan pembangunan berjalan dengan

lebih baik.

Dalam pemerintahan desa Titiwangi, komunikasi dari bawah ke atas
merupakan hal yang wajib dilaksanakan untuk menunjang Kinerja pemerintahan

desa. Kepala Urusan TU dan Umum, M. Rosid Ridho mengatakan:

“Biasanya di pemerintahan desa ini, komunikasi dari bawah ke atas sudah lebih
baik dalam pelaksanaannya. Apabila masyarakat ingin menyampaikan
keinginannya bisa melalui musyawarah desa ataupun datang langsung menemui

Kepala Desa di kantor desa”. (Wawancara Rabu, 15 November 2017)

Membangun suatu hubungan yang baik didalam pemerintahan desa
merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang Kepala Desa sebagai
sosok pemimpin di Desa. Hubungan baik yang terjalin diantara perangkat desa
ataupun masyarakat merupakan salah satu ciri dari pemimpin yang demokratis.
Seorang Kepala Desa yang memiliki gaya kepemimpinan demokratis harus bisa
menjalin hubungan yang sebaik-baiknya agar terciptanya suatu lingkup yang

memudahkan dalam menjalankan setiap aktivitas pemerintahan desa.

Kepala Desa Titiwangi dinilai memiliki gaya kepemimpinan yang
demokratis. Hal ini dikarenakan, Kepala Desa sangat mudah dalam menjalin

hubungan yang baik dengan anggotanya yang membuat anggotanya percaya



kepada setiap tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Seksi

Kesejahteraan, Sopan Amrudin mengatakan sebagai berikut:

“Saya menilai bapak Kepala Desa sangat bisa dalam menjalin hubungan dengan
perangkat ataupun masyarakat. Setiap ada kegiatan pasti Kepala Desa
berkoordinasi dengan kami sebelumnya. Hal tersebut yang membuat hubungan
kami dengan beliau bersifat kekeluargaan”. (Wawancara Selasa, 14 November

2017)

Dalam suatu organisasi baik milik pemerintah maupun swasta memiliki
suatu tupoksi yang harus dilaksankan oleh seluruh anggota organisasi tersebut.
Hal serupa juga berlaku pada pemerintahan desa, para perangkat desa dalam
menjalankan tupoksi yang telah ditetapkan harus bisa melaksanakannya dengan
baik. Dalam pemerintahan Desa Titiwangi, Kepala Desa menghimbau kepada
perangkat untuk dapat menjalankan semua tugas yang telah diterima dengan

sebaik mungkin.

Kepala Desa Titiwangi memberikan kebebasan kepada para anggotanya
untuk dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada masing-masing
perangkat. Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan dari salah satu perangkat desa.

Berikut kutipan dari hasil wawancara Kepala Seksi Pelayanan Nur Fadli:

“Bapak Kepala Desa sebenarnya tidak pernah membatasi kebebasan para
perangkat untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya, beliau hanya menginginkan
pekerjaan yang telah diberikan kepada perangkat bisa diselesaikan dengan cara

perangkat desa itu sendiri”. (Wawancara Senin, 13 November 2017)



Berdasarkan hasil wawancara pada poin ini dapat disimpulkan bahwa
Kepala Desa Titiwangi adalah seorang pemimpin yang memiliki sikap tanggung
jawab yang tinggi terhadap masalah yang muncul dalam pemerintahan. Sikap
yang seharusnya dimiliki oleh semua pemimpin dalam suatu organisasi Yyaitu
menjadi orang pertama yang bertanggung jawab atas masalah yang muncul di

organisasi.

Kepala Desa Titiwangi sangat baik dalam menjalin hubungan dengan para
anggotanya. Hubungan baik yang terjalin tersebut membuat setiap segala aktivitas
yang dilakukan berjalan dengan penuh kepercayaan antara satu dengan yang lain.
Kemudian dalam setiap penetapan keputusan memang tugas dari Kepala Desa,
akan tetapi proses sebelum penetapan tersebut adanya keikutsertaan dari
masyarakat didalam menentukan keputusan yang akan ditetapkan oleh Kepala
Desa. Perangkat desa juga diberikan kebebasan dalam menjalankan pekerjaan
oleh Kepala Desa. Kepala Desa menyerahkan kebebasan tersebut supaya

perangkat desa dapat menjalankan pekerjaannya dengan benar dan baik.

Kepala Desa Tititwangi juga merupakan seorang pemimpin yang tidak
menutup pintu komunikasi dengan anggota dibawahnya. Masyarakat ataupun
perangkat yang ingin menyampaikan pendapat ataupun kritik dalam
penyelenggaran pemerintahan ataupun pembangunan kepada Kepala Desa bisa

dilakukan secara formal ataupun non formal.

3.1.3 Pemimpin Yang Memiliki Tujuan Utama Yaitu Kesejahteraan



Seseorang pemimpin dalam suatu organisasi tidak bisa menjalankan
semua tugasnya yang ada seorang diri. Pemimpin harus sedikit memberikan
kewenangannya kepada anggota untuk menunjang kinerja serta mencapai tujuan
yang diinginkan. Kepala Desa Titiwangi dalam menjalankan pemerintahan
terkadang memberikan sedikit kewenangannya kepada para perangkat untuk dapat

menjalankan tugas.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dusun I, Joko Susilo:

“Ketika ada rapat yang diadakan di balai desa dan kades tidak bisa memimpin
rapat, beliau akan menanyakan dulu itu rapat tentang apa dan baru beliau akan
menunjuk perangkat yang memahami masalah yang ada untuk mengantikan

beliau memimpin rapat” (Wawancara Senin, 20 November 2017).

Kepala Desa sebagai sosok pemimpin yang memiliki wewenang untuk
memerintah anggotanya untuk dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang
diperintahkan. Kepala Desa yang baik tidak hanya memerintah anggotanya saja,
tetapi juga harus memberikan pengarahan agar terjalin hubungan yang baik dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepala Desa Titiwangi dianggap oleh para
perangkat desa sebagai sosok pemimpin yang tidak sebatas memerintah
anggotanya tapi juga mengarahkan anggotanya dalam menjalankan setiap

kegiatan.

Kepala Urusan TU dan Umum, M. Rosid Ridho mengatakan:

“Dalam kepemimpinan bapak Kepala Desa, ketika ada suatu kegiatan maka

Kepala Desa akan mengutus para perangkat sesuai tupoksi untuk menjadi



penanggung jawab kegiatan tersebut dan Kepala Desa mengarahkan kepada para
perangkat lain untuk membantu perangkat yang sedang menjalankan tugas

tersebut”. (Wawancara Kamis, 15 November 2017)

Seorang Kepala Desa yang demokratis tidak hanya sebatas menjalankan
tugasnya, akan tetapi harus bisa memiliki kemampuan tambahan untuk
menunjang kepemimpinannya. Kepala Desa yang demokratis harus bisa membuat
suasana kerja di pemerintahan berjalan dengan baik. Tidak sekedar hanya
memberikan suatu perintah kepada anggotanya untuk menjalankan tugas, akan
tetapi juga harus memberikan dorongan berupa motivasi kepada anggotanya agar

giat dalam menjalankan tugasnya untuk membangun desa.

Dalam kutipan wawancara Kepala Seksi Pelayanan, Nur Fadli menyatakan

sebagai berikut:

“Setiap ada kegiatan, Kepala Desa pasti memberikan motivasi kepada kami agar
bekerja dengan sebaik mungkin. Itu sudah hal yang rutin dilakukan oleh Kepala

Desa”. (Wawancara Senin, 13 November 2017)

Kepala Seksi Kesejahteraan, Sopan Amrudin menambahkan:

“Memberikan motivasi kepada para perangkat sudah menjadi hal rutin yang
dilakukan oleh bapak Kepala Desa. Beliau sering sekali memberikan motivasi ke
kami agar dapat menjalankan tugas untuk melayani masyarakat dengan sebaik-
baiknya. Jadi kalau soal memberikan motivasi, pasti dan sering dilakukan oleh

beliau”. (Wawancara Selasa, 14 November 2017)



Berdasarkan hasil wawancara pada poin ini dapat disimpulkan bahwa
Kepala Desa Titiwangi memberikan sedikit kewenangan dalam memimpin rapat
yang ada ketika memang Kepala Desa tidak bisa ikut hadir dalam rapat tersebut.
Hal tersebut dilakukan supaya segala bentuk kegiatan yang ada di desa bisa terus

berjalan tanpa semuanya harus menunggu keterlibatan Kepala Desa.

Kepala Desa Titiwangi bukan sosok pemimpin yang memberi perintah
tanpa mengarahkan anggotanya. Ketika anggotanya telah diberi tugas untuk
dijalankan, peran Kepala Desa tidak sebatas itu saja tetapi juga mengarahkan
anggotanya dalam menjalankan tugas serta membimbing anggotanya untuk dapat

saling bekerja sama satu sama lain dalam mencapai tujuan.

Kepala Desa Titiwangi juga merupakan sosok pemimpin yang murah
dalam memberikan motivasi kepada para perangkatnya. Tidak sekedar hanya
sebagai sosok pemimpin yang menjalankan tugasnya tapi juga masih bisa
memberikan sedikit motivasi agar perangkat dapat dengan baik dan benar

menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3.1.4 Pemimpin Yang Dapat Memberikan Penghargaan Atau Sanki Kepada Anggota

Secara Obyektif

Untuk meningkatkan kinerja dari anggotanya, pemimpin dengan gaya
kepemimpinan yang demokratik akan memberikan sebuah penghargaan ataupun
sanksi kepada anggota yang dipimpin. Dalam situasi di Desa Titiwangi, Kepala
Desa memang akan memberikan sebuah penghargaan kepada perangkat desa yang

telah menjalankan tugasnya dengan baik dan juga memberikan sanksi kepada



perangkat yang memang pantas menerimanya. Kepala Seksi Pemerintahan,

Lisbudi menyampaikan pendapatnya dalam kutipan wawancara berikut ini:

“sebenarnya Kepala Desa sering memberikan hal seperti itu, ketika ada perangkat
yang memang pantas untuk mendapatkan penghargaan atas kinerjanya pasti akan
diberikan penghargaan, begitu juga sanksi yang diberikan. Jadi menurut kami,
penghargaan itu hanya sebagai bonus atas apa yang telah kami kerjakan untuk

desa ini” (Wawancara Senin, 13 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara pada poin ini dapat disimpulkan bahwa
Kepala Desa adalah seorang pemimpin yang sangat murah hati memberikan
sebuah penghargaan atas apa yang telah dilakukan oleh anggotanya. Penghargaan
yang diberikan juga melihat dari apa yang telah dilakukan oleh perangkat,

sehingga yang diberikan penghargaan tersebut benar-benar pantas menerimanya.



3.2 Relevansi Gaya Kepemimpinan dengan Proses Pembangunan desa yaitu:

3.2.1 Penyelenggaraan Pembangunan Desa:

3.2.1.1 Adanya koordinasi antara para pelaku pembangunan

Koordinasi sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan organisasi
yang ada. Didalam lingkup pemerintahan desa, koordinasi merupakan suatu hal
yang wajib digunakan untuk dapat menunjang segala aktifitas yang berhubungan
dengan desa. Kepala desa harus bisa berkoordinasi dengan seluruh anggotanya

agar terciptanya satu kesatuan dalam membangun sebuah desa.

Selain harus berkoordinasi dengan para anggotanya, Kepala Desa juga
harus memberikan bimbingan serta pengawasan kepada anggotanya agar
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepala Seksi Pemerintahan, Lisbudi

mengatakan:

“Kami para perangkat kalau berkoordinasi dengan Kepala Desa biasanya lebih
kearah sharring saja, jadi ketika ada salah satu perangkat yang ingin berkoordinasi
tinggal langsung menghadap ke Kepala Desa. Dalam pengawasan yang dilakukan
Kepala Desa, tidak pernah menetapkan waktu untuk perangkat dapat
menyelesaikan pekerjaannya dan juga sering sekali Kepala Desa memberikan
bimbingan apabila terjadi salah komunikasi dalam menyelesaikan pekerjaan”.

(Wawancara Senin, 13 November 2017)

Hal sama juga disampaikan oleh Kaur Keuangan, Heri Wibowo dalam kutipan

wawancara berikut ini:



“Beliau merupakan Kepala Desa yang peduli terkait apa yang menjadi tanggung
jawabnya dengan bawahannya sering mengingatkan dan juga lebih banyak
diskusi. Beliaupun juga berkoordinasi secara transparan dengan seluruh perangkat

ataupun masyarakat”. (Wawancara Senin, 20 November 2017)

Gaya kepemimpinan demokratis memiliki beberapa ciri yang
membedakan dengan gaya kepemimpinan yang lain. Salah satu cirri tersebut
adalah adanya koordinasi dalam setiap kegiatan. Untuk membangun sebuah desa
kearah yang lebih baik pastinya harus melibatkan setiap elemen yang ada di desa
tersebut. Kepala Desa sebagai salah satu elemen yang terlibat didalam

pembangunan tersebut.

Dalam setiap pembangunan pasti ada pembangunan yang diprioritaskan
terlebih dahulu. Kepala Desa cukup bijaksana didalam menentukan program-
program pembangunan mana yang terlebih dahulu dilaksanakan. Hal tersebut

dapat dilihat dalam kutipan wawancara berikut:

Kepala Seksi Kesejahteraan, Sopan Amrudin mengatakan:

“Kepala Desa sebenarnya sudah cukup bijaksana dalam menentukan program
pembangunan. Beliau selalu melihat mana yang menjadi prioritas masyarakat
terlebih dahulu. Jadi Kepala Desa selalu mendukung setiap program
pembangunan yang ada di Desa Titiwangi ini dan biasanya beliau berkoordinasi
dengan yang berkepentingan didalam pembangunan serta melibatkan kami

perangkat didalamnya”. (Wawancara Selasa, 14 November 2017)



Kepala Urusan Keuangan, Heri Wibowo menyampaikan pendapatnya melalui

wawancara sebagai berikut:

“Kalau dalam pembangunan, Kepala Desa pasti melihat dari skala prioritasnya.
Misalnya skala prioritas pembangunan kemarin itu terkait kesehatan, maka
Kepala Desa mendahulukan pembangunan dibidang tersebut dengan adanya
swasembada wc. Jadi ketika ada program yang masuk kedalam skala prioritas,

Kepala Desa selalu mendukung”. (Wawancara Senin, 20 November 2017)

Kepala BPD, Arif Rahman Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“Untuk pembangunan di Titiwangi saat ini bisa saya katakan lebih baik dari
sebelumnya karena memang koordinasi Kepala Desa beserta perangkat sudah
sangat baik dengan pelaku pembangunan yang ada disini. Contohnya nyatanya
bisa dilihat dari swasembada wc tersebut, tanpa adanya koordinasi yang baik
diantara para pelaku pembangunan pasti tidak bisa menciptakan program

unggulan desa” (Wawancara Selasa, 21 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara pada poin ini, dalam kepemimpinan Kepala
Desa Titiwangi, koordinasi, bimbingan dan serta pengawasan merupakan hal yang
selalu dilakukan Kepala Desa sebagai seorang pemimpin. Setiap penyelenggaraan
pemerintahan ataupun pembangunan, Kepala Desa selalu melakukan koordinasi,

memberikan bimbingan serta melakukan pengawasan dalam setiap aktivitasnya.

Kepala Desa Titiwangi sudah berusaha sebaik mungkin untuk mendukung
setiap aktivitas serta kegiatan di desa dan juga sudah semaksimal untuk

mendukung setiap pelaku pembangunan. Realisasi setiap program pembangunan



selalu melihat dari skala prioritas untuk memberikan kenyamanan bagi
masyarakat. Mendukung koordinasi dengan para pelaku pembangunan agar

program-program yang telah direncanakan berjalan dengan baik.

3.2.1.2 Terciptanya integrasi dan sinkronisasi antara fungsi pemerintah di desa

dengan masyarakat

Menilai keefektifan suatu kepemimpinan Kepala Desa yang demokratis
dapat dilihat melalui beberapa indicator. Salah satu indicator tersebut adalah
menciptakan integrasi dan sinkronisasi yang baik. Untuk dapat menciptakan
integrasi dan sinkronisasi yang baik dan adil dengan masyarakat, Kepala Desa
harus selalu merencanakan suatu program pembangunan yang berlandaskan dari

masyarakat.

Perencanaan program yang dilakukan dimulai dari tingkat dusun. Dari
setiap dusun akan dikumpulkan untuk membahas rencana program pembangunan
di Desa. Kepala Seksi Kesejahteraan, Sopan Amrudin mengatakan bahwa dalam
pelaksanaan pembangunan, biasanya dimulai dari tingkat dusun terlebih dahulu

yang kemudian naik menuju tingkat desa. Berikut hasil kutipan wawancara:

“Kalau untuk pembangunan di desa, biasanya akan dimulai dari tingkat dusun
dengan adanya musyawarah dusun. Kemudian setelah dikumpulkan apa yang
perlu dibangun langsung dibahas ditingkat desa dengan musyawarah desa. Dari

proses itu baru diambil keputusan”. (Wawancara Selasa, 14 November 2017)

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Urusan TU dan Umum, M. Rosid

Ridho:



“Karena kami bekerja dalam rangka pengabdian terhadap desa, maka setiap
program yang akan dibuat pasti berasal dari elemen masyarakat. Contohnya
program swasembada wc, berawal dari masyarakat yang ingin memiliki wc yang
layak tetapi tidak mempunyai dana untuk membangunnya maka kami

membantunya dalam BUMDes”. (Wawancara Rabu, 15 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dalam poin ini, dalam pembangunan di Desa
Titiwangi biasanya dilaksanakan dalam bentuk musyawarah pembangunan desa
(Musrenbangdes).  Sebelum  dilaksanakannya  musrenbangdes, biasanya
dilaksanakan musyawarah dilingkup yang lebih kecil terlebih dahulu yaitu
musyawarah dusun. Dalam musyawarah dusun ini biasanya para perwakilan
setiap dusun atau Kepala Dusun akan mengusulkan perencanaan program yang
akan disepakati bersama-sama. Setiap dusun memiliki kesempatan untuk
mengusulkan perencanaan program untuk wilayahnya masing-masing. Dari
musyawarah dusun tersebut akan menciptakan integrasi serta sinkronisasi yang

tepat dan sesuai dengan wilayah-wilayah desa.



3.2.1.3 Adanya keterkatikan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan

Untuk membuat pembangunan desa berjalan dengan baik, Kepala Desa
harus bisa menjamin adanya keterkaitan dari perencanaan sampai ke pengawasan.
Keterkaitan tersebut dalam hal pembuatan rancangan program, penganggaran
yang akan dikeluarkan sesuai kebutuhan, pelaksanaan yang dilaksanakan sebaik
mungkin, serta pengawasan yang diberikan Kepala Desa kepada anggotanya agar

bekerja baik dan benar.

Kepala Desa memiliki kemampuan untuk memberikan dorongan dan
dukungan dalam hal proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa
disetiap program pembangunan yang menjadi prioritas. Kepala Seksi

Kesejahteraan, Sopan Amrudin memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“Menurut saya, Kepala Desa sudah konsisten dalam proses tersebut, karena
sebenarnya setiap proses perencanaan program, beliau akan meninjau dari hasil
laporan tiap dusun. Lalu diadakan Musrenbangdes untuk menetapkan program,
setelah itu mengacu pada juknis dalam proses selanjutnya”. (Wawancara Selasa,

14 November 2017)

Kepala Urusan Keuangan, Heri Wibowo menyatakan hal serupa dalam

wawancara sebagai berikut:

“Kepala Desa sangat konsisten dalam proses perencanaan tersebut. Semua

kegiatan baik itu pembangunan ataupun perbaikan berawal dari musyawarah baik



ditingkat dusun maupun desa. Kepala Desa hanya menyetujui hasil dari

musyawarah tersebut”. (Wawancara Senin, 20 November 2017).

Sekretaris Desa, Kusnanto memberikan tanggapannya terhadap
keterkaitan dan konsistensi Kepala Desa dalam perencanaan sampai pengawasan

sebagai berikut:

“Kalau dibilang sudah konsisten atau belum, menurut saya itu sudah cukup sangat
konsisten. Kenapa saya bilang seperti itu karena memang dalam setiap
pembangunan yang ada di desa ini selalu merujuk kepada visi dan misi desa serta
juknis yang ada. Jadi ketika visi dan misi desa mengharuskan seperti ini maka
mulai dari perencanaan sampai akhir harus sesuai dengan visi misi tersebut”

(Wawancara Senin, 27 November 2017).

Kemudian Arifin sebagai tokoh agama memberikan pendapatnya dalam

wawancara berikut:

“Menurut saya sudah sangat cukup konsisten, misalnya kemarin di tahun akhir
tahun 2013 saat Masjid Ataqwa akan mengalami renovasi, beliau datang langsung
kerumah saya untuk membicarakan terkait bagaimana renovasi tersebut dilakukan
dan mengajak saya untuk hadir dalam rapat di balai desa. Dan hasilnya bisa
dilihat, sekarang Masjid Atagwa lebih ramah menjadi tempat beribadah

masyarakat” (Wawancara Selasa 28 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara pada poin ini, Kepala Desa dengan gaya
kepemimpinan demokratis bisa dilihat dari konsistensinya dalam melaksanakan

tugas pemerintahan desa. Konsisten yang dilakukan Kepala Desa dalam



pembangunan desa mulai proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta
pengawasan. Dalam setiap pelaksanaan tugas serta tanggung jawab dibidang
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, pemerintahan
desa berlandaskan petunjuk teknis agar berjalan dengan baik, benar dan tepat.
Adanya petunjuk teknis membuat peningkatan dalam pembangunan desa yang
memiliki daya guna serta peningkatan dalam pengelolaan keuangan serta

administrasi yang professional.



3.2.1.4 Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

Dalam suatu pembangunan pasti didalamnya terdapat proses yang menjadi
landasan utama dari terbentuknya pembangunan tersebut tidak terkecuali
pembangunan di desa. Pemerintahan desa termasuk Kepala Desa didalamnya
merupakan suatu unsure penggerak dalam pembangunan desa. Untuk menunjang
pembangunan desa, Kepala Desa memprioritaskan apa yang dibutuhkan oleh
masyarakat yang dia pimpin, sehingga mengedepankan keinginan yang ada di

masyarakat merupakan hal utama yang harus dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Titiwangi dapat
dikatakan bahwa setiap hal yang berhubungan dengan keputusan untuk
pemerintahan ataupun pembangunan selalu mengutamakan musyawarah mufakat
didalamnya. Hal tersebut membuat aspirasi masyarakat yang ada, akan di

musyawarahnya terlebih dahulu sebelum diambil keputusan.

Kepala Dusun Il Nur Khozin mengatakan bahwa Kepala Desa saat ini sangat
mengoptimalkan aspirasi yang muncul di masyarakat. Berikut merupakan hasil

kutipan dari wawancara tersebut :

“Beliau merupakan seseorang yang saya kenal lama memiliki kemampuan
kemasyarakatan yang tinggi. Sebelum menjadi seorang Kepala Desa, sifat gotong
royong telah lama dimiliki beliau sehingga ketika beliau telah menjadi Kepala
Desa Titiwangi, beliau sangat mengoptimalkan aspirasi yang beliau terima dari

masyarakat”. (Wawancara Senin, 13 November 2017)



Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dusun Il Nurul Anwar, dalam

wawancaranya sebagai berikut:

“Kalau ditanya mengoptimalkan aspirasi masyarakat atau tidak, bisa dikatakan
sangat Kepala Desa sangat mengoptimalkan sekali aspirasi dari masyarakat.
Bahkan pernah kami perangkat desa bersama Kepala Desa tidak tidur semalaman
untuk menampung aspirasi masyarakat yang masuk”. (Wawancara Senin, 13

November 2017)

Sekretaris Desa, Kushanto memberikan pendapatnya dalam kutipan wawancara

berikut ini:

“Menurut saya, Kepala Desa sudah mengoptimalkan aspirasi yang muncul di
masyarkat. Proses pengoptimalan aspirasi tersebut bahkan sudah dilakukan dalam
lingkup terkecil di desa yaitu dusun. Jadi aspirasi yang ada di masyarakat bisa
terjaring dengan baik tanpa membeda-bedakan aspirasi tersebut milik siapa”.

(Wawancara Senin, 27 November 2017).

Mantan Kepala Desa, Komarudin memberikan pendapat sebagai berikut:

“pengoptimalan aspirasi masyarakat dibawah kepemimpinan Kepala Desa
menurut saya sudah sangat baik karena memang sekarang masyarakat juga sudah
mulai peduli dan paham akan perkembangan yang ada di desa jadi memudahkan

Kepala Desa dan juga para perangkat”. (Wawancara Senin, 27 November 2017).

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan saat adanya kegiatan

Musrenbangdes Tahun 2017, peneliti menilai bahwa Kepala Desa Titiwangi



sangat baik dalam memimpin rapat dan berkoordinasi dengan masyarakat. Kepala
Desa selalu mempersilahkan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya
secara langsung dan ketika aspirasi yang disampaikan tersebut tidak menjadi
prioritas utama dalam pembangunan, Kepala Desa akan meminta maaf dan
berusaha menjelaskan sebaik mungkin alasan kenapa asprirasi masyarakat

tersebut tidak menjadi prioritas utama.

Kemudian juga hasil dari wawancara, Kepala Desa selalu mengedepankan
kebutuhan dasar masyarakat dengan cara mengoptimalkan aspirasi yang ada
untuk memprioritaskan pembangunan yang masuk kedalam skala prioritas. Setiap
pelaksaan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Desa baik berkaitan dengan
pembangunan desa atau keinginan masyarakat dilakukan dengan cara
musyawarah mufakat. Aspirasi masyarakat merupakan hal penting yang
dibutuhkan oleh Kepala Desa untuk menetapkan perencanaan program
pembangunan desa. Aspirasi masyarakat yang telah menjadi usulan perencanaan
program tersebut akan dibuat skala prioritasnya yang kemudian akan

dilaksanakan dengan sebaik mungkin oleh Kepala Desa serta anggotanya.

3.2.1.5 Menjamin tercapainya sumber daya yang ada secara efektif, efisien, adil dan

berkelanjutan

Menjamin pembangunan yang berjalan dengan tepat dan terarah
merupakan gaya kepemimpinan Kepala Desa yang demokratis. Melakukan
prioritas dalam setiap pembangunan merupakan cara untuk mengoptimalkan

pencapaian sasaran dengan sumber daya yang terbatas. Tugas Kepala Desa



sebagai pemimpin formal di desa adalah menjamin tercapainya sumber daya yang
ada tersebut agar berkeadilan dengan cara mendorong, menggerakkan serta
memotivasi masyarakat agar ikut serta dalam hal pembangunan desa. Kepala
Seksi Pemerintahan, Lisbudi memberikan tanggapannya dalam Kkutipan

wawancara berikut:

“Setiap program yang ditujukan untuk pembangunan desa memang ada banyak
sekali. Tetapi memang tidak bisa dilaksanakan semuanya karena anggaran tiap
tahun tidak akan mencukupi untuk merealisasikan semuanya. Karena itu ada
prioritas pembangunan untuk mengatur pos pengeluaran anggaran agar efektif dan
efisien kemudian ditahun berikutnya akan dibuat lagi skala prioritas itu jadi ya
semua akan adil untuk masyarakt serta berkelanjutan” (Wawancara Rabu, 29

November 2017).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala BPD, Arif Rahman Hakim sebagai

berikut:

“Dalam setiap pembangunan memang sudah seharusnya dilakukan penyesuain
sumber daya mulai dari masyarakat ataupun anggaran desa. Saya menilai saat ini
di Desa Titiwangi perlahan tapi pasti sudah mulai memperhatikan masyarakat
sebagai salah satu sumber daya yang ada di desa. Mulai dari keterlibatan dalam
perencanaan sampai turun langsung ke pelaksanaan program, saya rasa pemimpin
saat ini sudah membuat sumber daya manusia di Titiwangi sudah sedikit lebih

efektif dan efisien” (Wawancara Selasa, 21 November 2017).



Berdasarkan hasil wawancara poin ini dapat disimpulkan bahwa
pembangunan di Desa Titiwangi tidak serta merta hanya membangun secara fisik
saja, akan tetapi dengan adanya pembangunan ini juga membuat pembangunan
bagi sumber daya masyarakat yang ada di desa agar lebih efektif, efisien dan
berkenlanjutan serta pemanfaatan anggaran yang berkeadilan bagi seluruh

masyarakat di Desa Titiwangi.

3.2.2 Output Pembangunan Desa

3.2.2.1 Pembangunan Fisik

3.2.2.1.1 Pembangunan infrastruktur di desa seperti jalan raya, jembatan, gedung

serta pasar desa

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek dalam menunjang
pembangunan yang ada di desa secara keseluruhan. Apabila pembangunan
infrastruktur yang ada di desa merata maka akan mendukung pembangunan yang
lain yang ada di desa. Salah satu pembangunan fisik desa yang bisa dilihat secara
nyata adalah pembangunan pasar desa. Sri sebagai masyarakat memberikan

tanggapannya sebagai berikut:

“Lebih enak sekarang kalo belanja ke pasar. Kalau sebelumnya belanja di pasar
pasti terlihat agak kumuh dan sempit karena memang banyak yang berjualan
mengisi ruang yang kosong, tapi sekarang udah lebih baiklah kalo mau belanja.
Dan juga sekarang lagi ada perbaikan, jadi saya harap bisa lebih baik lagi”

(Wawancara Rabu, 20 Desember 2017).



Pasar desa saat ini sedang berada pada kondisi perbaikan yang sebentar
lagi akan selesai. Dengan adanya perbaikan tersebut diharapkan akan membuat
pertumbuhan ekonomi di Desa Titiwangi menjadi lebih baik. Kemudian ada
beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pembangunan infrasturktur jalan di
Desa Titiwangi dinilai sudah sangat baik karena sudah hampir jalan semua jalan
desa telah di cor beton akan tetapi ada juga yang mengatakan tidak ada perubahan

yang signifikan. Kepala LPMD, Parwuji mengatakan sebagai berikut:

“Pembangunan jalan di Desa Titiwangi saya anggap sudah lebih baik daripada di
desa tetangga karena memang jalan yang perlu dibangun dengan cor beton tidak
terlalu panjang dan lokasinya menghemat waktu pembangunan” (Wawancara hari

Rabu, 29 November 2017).

Nengat sebagai salah satu masyarakat menilai bahwa pembangunan jalan tidak
terlalu signifikan. Hal tersebut disampaikan pada kutipan wawancara sebagai

berikut:

“Ya menurut saya jalan disini tidak ada perubahan yang besar. Pembangunan
jalan harusnya bisa difokuskan dulu ke jalan yang sering dilalui oleh masyarakat,
agar bisa menunjang perkerjaan masyarakat untuk berpergian” (Wawancara Rabu,

29 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara pada poin ini dapat dijelaksan bahwa ada
sedikit perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain. Peneliti menilai
perbedaan pendapat tersebut karena memang kurangnya pengetahuan terkait mana

jalan milik desa dengan jalan milik provinsi. Desa Titiwangi sendiri merupakan



salah satu desa yang dilewati oleh jalan provinsi menuju Lampung Timur.
Kondisi jalan provinsi yang melintas di Desa Titiwangi memang sedang berada
pada kondisi yang rusak parah. Hal tersebut yang membuat masyarakat menilai
bahwa pembangunan jalan di Desa Titiwangi tidak signifikan terlihat karena

memang perbedaan menilai.

3.2.2.2 Pembangunan non fisik

3.2.2.2.1 Pembangunan dibidang kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan
kesejahteraan masyarakat. Semakin rendahnya tingkat kematian akibat penyakit,
maka semakin sejahtera masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu
kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Kesehatan masyarakat
merupakan salah satu bagian dari permasalahan yang cukup komplek di

Indonesia.

Pembangunan non fisik desa dibidang kesehatan merupakan salah satu
langkah yang dilakukan untuk mendukung pembangunan desa. Pembangunan
dibidang kesehatan di Desa Titiwangi dikatakan sudah cukup baik dalam
pelaksanaannya. Kepala Seksi Kesejahteraan, Sopan Amrudin mengatakan

sebagai berikut:

“Kami selalu berkoordinasi dengan puskesmas dalam pembangunan dibidang
kesehatan. Pembangunan tersebut dilakukan melalui posyandu yang ada di desa.

Ada lima posyandu yang ada di Desa Titiwangi ini dan untuk tahun ini sedang



dibangun satu gedung khusus untuk posyandu di Dusun IV”. (Wawancara Selasa,

14 November 2017).

Hal diatas dibenarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Candipuro, Sunardi dalam

kutipan wawancara berikut:

“Benar seperti yang dikatakan, bahwa Desa Titiwangi memang melakukan
koordinasi dengan kami sebagai unit kesehatan di Kecamatan Candipuro dalam
hal posyandu. Kami sangat mendukung setiap upaya yang dilakukan desa
terutama Desa Titiwangi karena memang secara wilayah puskesmas kami berada
di desa ini. Jadi dalam hal pembangunan dibidang kesehatan, kami berupaya
untuk saling berkoordinasi dengan desa agar tercipta masyarakat yang sehat”

(Wawancara Kamis, 30 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara pada poin ini dapat disimpulkan bahwa
pembangunan dibidang kesehatan Desa Titiwangi sudah berjalan dengan baik.
Hal ini bisa dilihat adanya koordinasi yang baik dengan puskesmas yang ada
untuk saling membantu satu sama lain. Peneliti juga menilai bahwa pembangunan
gedung di dusun IV yang nanti akan dijadikan tempat posyandu lebih
memudahkan masyarakat khususnya yang memiliki anak untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan yang lebih baik.

3.2.2.2.2 Pembangunan dibidang pendidikan

Pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan.
Pendidikan adalah cara untuk meningkatkan taraf sumber daya manusia sehingga

menunjang pembangunan, kemudian pembangunan adalah cara yang digunakan



manusia untuk menunjang pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang sangat
penting karena meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu
pembangunan dibidang kesehatan merupakan hal yang perlu dilakukan untuk

menunjang pembangunan desa dengan peningkatan kualitas masyarakat.

Pembangunan desa dibidang pendidikan sudah cukup baik dilaksanakan karena
sasaran pembangunannya telah dimulai dari usia dini. Kepala Seksi

Kesejahteraan, Sopan Amrudin dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“Lingkup pembangunan di desa ini adalah paud, karena paud tersebut adalah paud
desa. Pembangunan paud dilaksanakan karena kurangnya sebuah sarana anak usia

dini untuk dapat dikembangkan”. (Wawancara Selasa 13 November 2017)

Warni sebagai masyarakat memberikan tanggapan terkait paud desa tersebut

dalam kutipan wawancara berikut:

“Alhamdulillah saya senang ada paud desa ini karena memang pendidikan untuk
anak kecil sangat diperlukan. Adanya paud desa juga membuat tempat pendidikan

bagi anak-anak semakin banyak disini” (Wawancara Selasa, 21 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara pada poin ini dapat disimpulkan bahwa
pembangunan dibidang pendidikan Desa Titiwangi memang bukan menjadi
prioritas utama yang dimajukan karena memang untuk tempat pendidikan anak
usia dini di Desa Titiwangi sudah cukup banyak. Tetapi dengan adanya paud desa
ini diharapkan akan membuat pembangunan dibidang pendidikan semakin lebih

baik kedepannya.



3.2.2.2.3 Pembangunan dibidang ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal penting yang mendukung peningkatan
taraf hidup manusia. Ekonomi juga memiliki keterkaitan dengan pembangunan
sama dengan pendidikan. Tingkat ekonomi yang tinggi akan mempengaruhi setiap
pembangunan yang ada tidak terlepas pembangunan di desa. Ketika ekonomi di
desa mengalami peningkatan maka akan berdampak kepada pembangunan desa

yang bertujuan mensejahterakan masyarakat.

Desa Titiwangi saat ini sedang berupaya untuk dapat meningkatkan
pembangunan desa melaui bidang ekonomi. Pembangunan dibidang ekonomi
yang saat ini sedang dilakukan adalah pengembangan UKM. Hal ini disampaikan

oleh Kepala Seksi Kesejahteraan, Sopan Amrudin sebagai berikut:

“Fokus kami dibidang ekonomi adalah pengembangan UKM yang lingkupnya di
dusun 1V. Pengembangan UKM dilakukan adalah pengrajin sapu dan usaha

keripik”. (Wawancara hari Selasa, 13 November 2017).

Kepala Dusun IV, Amin Wardani menambahkan sebagai berikut:

“Untuk pengembangan UKM saat ini memang belum menjadi prioritas utama
kami karena memang kami kemarin masih memprioritaskan pembangunan di
swasembada wc. Tapi yang meskipun bukan menjadi prioritas tapi memang desa
sedang berupaya untuk megembangkannya secara perlahan agar nanti kalau
memang skala prioritas pembangunan tahun depan terkait pembangunan bidang
eckonomi maka sudah tinggal melanjutkan saja” (Wawancara Kamis, 16

November 2017).



Berdasarkan hasil wawancara pada poin ini dapat disimpulkan bahwa
pembangunan dibidang ekonomi sama seperti dibidang pendidikan, belum
menjadi prioritas pembangunan desa tahun 2016-2017. Meskipun belum menjadi
prioritas pembangunan tetapi langkah desa untuk mengembangkannya secara

perlahan membuat landasan pembangunan yang kuat untuk kedepannya.



